PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR S0 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

KABUPATEN SUMBAWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
dibidang penangulangan bencana daerah di Kabupaten
Sumbawa, perlu adanya standar pelayanan pada Badan
Pelaksana penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan
Kabupaten Sumbawa;

bahwa ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menyusun, menetapkan dan menerapakan standar pelayanan
yang memuat sekurang-kurangnya 8 (delapan) komponen
standar pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan pada Badan Penangulangan
Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

\ [V Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); y
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Refublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
530);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 543) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten
Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 580);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013
tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
602);

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Badan Penangulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

L UTahun 2010 Nomor 53); y
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA

BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

& en

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Badan adalah Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sumbawa.

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban
dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap
orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pemerintahan yang
bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan
publik.

Penerima Layanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, dan instansi
pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan serta pedoman
penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta adanya
kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan publik pada Badan.
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BAB III
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

(1) Komponen Standar Pelayanan meliputi:

a. jenis pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberiakan kepada pemohon;

b. dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
penyelenggaraan pelayanan;

C. persyaratan adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi
dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif;

d. prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan;

e. waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

f. biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

g. produk adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan;dan

h. pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

(2) Komponen dan uraian Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk masing-masing jenis standar pelayanan tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 5

(1) Kepala Badan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penerapan dalam
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan, dibentuk tim teknis yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V
PENGADUAN

Pasal 6

(1) Penerima layanan berhak menyampaikan pengaduan penyelenggara layanan
atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan
berdasarkan prosedur yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala

" {L/Badan.y
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal (, OkYober 2015

,I’BUPATI SUMB WA,V

L

l J/JAMALUDDIN MALIK
Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal & oktvber 2015

SEKRETARIS DAERAH UPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 50
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMORSBD TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENANGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak
langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan. Demikian pula dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan mengamanatkan bahwa setiap
Daerah diwajibkan untuk menyusun standar pelayanan yang dijadikan
pedoman dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik di  Daerah
Kabupaten /Kota.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik, khususnya pelayanan pada bidang penyuluhan pertanian perikanan
dan kehutanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, harus menetapkan standar
pelayanan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan
kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Tugas Pelaksana Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sumbawa adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang
penangulangan bencana daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Sedangkan fungsi Pelaksana Badan Penangulangan Bencana

(bDaerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut : Y
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a. perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertidak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB 11
STANDAR PELAYANAN

A. Klasifikasi dan Jenis Pelayanan
Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa, maka Standar Pelayanan
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang
disusun meliputi:
1) Penanggulangan Bencana Kebakaran,
2) Penanggulangan Paska Bencana; dan

3) Pelayanan data dan Informasi Penanggulangan Bencana

B. Uraian Standar Pelayanan masing-masing jenis pelayanan dan bagan alur

Standar Pelayanan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

\; NCFH Kehutanan tercantum dalam tabel berikut : y
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BAB III
PENUTUP

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan ini diharapkan dapat dipahami,
dimengerti dan dilaksanakan serta menjadi pedoman baku bagi aparatur yang
bertugas dalam memberikan pelayanan.

Ke depan dengan diterapkannya Standar Pelayanan ini diharapkan menjadi
salah satu aspek dalam memaksimalkan sistem pelayanan dan memberi
kepuasan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat berinvestasi di
Kabupaten Sumbawa. Standar Pelayanan yang diuraikan dalam dokumen ini
secara langsung menjadi bagian pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keberhasilan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan ini sangat
ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.

BUPATI SUMBAWA,

5/ JAMALUDDIN MALIK




